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PUTUSAN
Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan
Dengan Hakim Tunggal dalam persidangan secara e-court telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Pontianak, tanggal 01
April 1996, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Pemohon;
Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Januari
1995, agama lIslam pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota

Pontianak, Kalimantan Barat;
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor
985/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 09 Oktober 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,
sebagaimana tercantum dalam  Kutipan Akta Nikah  Nomor:
XXXXXXIX/2016, tertanggal 10 Oktober 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah
kediaman milik orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat

Termohon di atas, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak, yang masing-masing bernama:
3.1 ANAK |, lahir di Pontianak, tanggal 10 Juli 2017;
3.2 ANAK I, lahir di Pontianak, tanggal 30 Maret 2020;

4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis namun sejak bulan April 2022 Pemohon dengan Termohon mulai

bermasalah;

5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi

karena :

5.1 Pemohon beberapa kali mendapatkan informasi dari teman-teman
Pemohon, bahwa Termohon kedapatan sedang berjalan dengan pria
lain;

5.2 Pada bulan Mei 2022, Pemohon mendapati chat di handphone

Termohon dengan pria lain secara tidak lazim, sehingga Pemohon

mencurigai Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;

5.3 Ketika Pemohon menasehati dan menegur Termohon, Termohon sering
membantah dan membangkang serta tidak nurut omongan dan nasihat
dari Pemohon, yang kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai

seorang suami, yang mana hal tersebut terjadi secara terus menerus;

6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah

laku Termohon dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar
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Termohon bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Termohon

tidak kunjung berubah hingga sekarang;

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam
terjadi pada bulan Juni 2023, karena pada waktu itu, Pemohon melihat
Termohon bersama pria lain yang sedang pergi bersama dengan satu
motor dengan posisi Termohon memeluk pria lain tersebut, yang kemudian
Pemohon menanyakan hal tersebut, justru Termohon mengaku pria
tersebut hanya teman, yang kemudian Pemohon merasa Termohon tidak
jujur yang akhirnya Pemohon memilih mendiamkan Termohon agar tidak
terjadi pertengkaran;

8. Bahwa, akibat dari pertengkaran pada posita 7 (tujuh) di atas, Pemohon
memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama Pemohon dan
Termohon tersebut, yang kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua
Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas dan
Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon yang
beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas, serta sejak saat itu
antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai
dengan sekarang;

9. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024, ketika
Pemohon mengantarkan anak kedua ke rumah orang tua Termohon,
Termohon sedang bersama pria lain yang menjadi puncak perselisihan
Pemohon dan Termohon pada posita 7 (tujuh), yang kemudian Termohon
pun mengakui bahwa Termohon memang memiliki hubungan dengan pria

tersebut;

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa
tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, maka Pemohon
berkesimpulan mengajukan permohonan cerai talak di depan Hakim
Pengadilan Agama Pontianak;

11. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat

perkara ini;
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Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di
atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Pontianak;

3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang
berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan
mediator Dra. Nisa Istantri dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19
Nopember 2024 dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan
sebagian pada tanggal 19 Nopember 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelasaikan tuntutan mengenai Cerai Talak yang
diajukan Pemohon melalui proses persidangan dan menyerahkan pada

Keputusan Hakim.
Pasal 2

Bahwa apabila Hakim mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan
Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Pontianak, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di

Pontianak tanggal 10 Juli 2017 berada dalam asuhan (hadhanah) Pemohon;

2. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir di
Pontianak tanggal 30 Maret 2020 berada dalam asuhan (Hadhanah)

Termohon;
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Dengan ketentuan bahwa pihak Pemohon maupun Termohon tidak
membatasi akses kedua orang anak tersebut dalam menjalin hubungan
sebagai anak dan orang tua kepada Pemohon dan Termohon dengan
ketentuan yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan pysikis
anak-anak tersebut;

3. Pemohon akan memberikan nafkah anak kepada ANAK Il sebesar
Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang akan diberikan
melalui Termohon dengan kenaikan 10 % pertahun;

Pasal 3

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3
(tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan akan
dibayar secara bertahap selama 3 (tiga) bulan, perbulannya sebesar Rp.
1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat selama belum ada bukti perceraian
berupa Akta Cerai baik Pemohon maupun Termohon wajib saling menjaga

nama baik masing-masing pihak;
Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam

pertimbangan dan amar putusan.
Pasal 6

Bahwa Para apabila ada pelanggaran terhadap isi kesepakatan sebagaimana
pasal (2) tentang hak asuh anak, maka masing-masing pihak dapat

mengajukan ke Pengadilan Agama;
Pasal 7
Bahwa, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibaca permohonan Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
mengajukan jawaban meskipun court calender telah disepakati di persidangan

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menyampaikan jawaban maka tidak

ada replik dan duplik;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/II/2016 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak
Kota, Kota Pontianak bertanggal 05 Februari 2016. Bukti tersebut telah
bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi :
1. SAKSI |, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon dan Termohon adalah

istri Pemohon;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang
tua Termohon hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2022 mulai tidak
harmonis sering terjadi percekcokan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi tahu, penyebab terjadinya percekcokan dan pertengkaran
disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan
laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri dari chat di handphone
Termohon dan di saksikan langsung oleh Termohon di rumah orang tua
Termohon;
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- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan
Termohon tidak serumah, karena Pemohon kembali rumah orang tua

Pemohon hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun
tidak berhasil;

2. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon dan Termohon adalah istri
Pemohon;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang
tua Termohon hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak bernama ANAK | dan ANAK II;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2022 keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi

percekcokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi tahu, penyebab terjadinya percekcokan dan pertengkaran
disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan
laki-laki lain;

- Bahwa Termohon pernah ketahuan oleh pemohon lagi boncengan

pakai motor dengan pria lain sambil berpelukan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 1
(satu) tahun, dan sejak berpisah tidak pernah saling menghubungi dan

mengirim kabar hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun
tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena hanya hadir pada
sidang pertama dan kedua dan sampai perkara ini diputus Termohon tidak
pernah hadir lagi;
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Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam

berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara
a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Dra. Nisa Istantri nhamun berdasarkan laporan mediator tanggal 19
Nopember 2024, mediasi Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai
kesepakatan damai sebagian tertanggal 19 Nopember 2024 yang pada
pokoknya bahwa (1) Pemohon dan Termohon sepakat ingin bercerai, (2) Anak
Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK | Lahir di Pontianak tanggal 10
Juli 2017 berada dalam asuhan (hadhonah) Pemohon dan Anak Pemohon dan
Termohon yang bernama ANAK Il Lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020
berada dalam asuhan (Hadhonah) Termohon Dengan ketentuan bahwa pihak
Pemohon maupun Termohon tidak membatasi akses kedua orang anak
tersebut dalam menjalin hubungan sebagai anak dan orang tua kepada
Pemohon dan Termohon dengan ketentuan yang disepakati bersama dengan
mempertimbangkan pysikis anak-anak tersebut (3) Pemohon akan memberikan
nafkah anak yang bernama ANAK II sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus
ribu rupiah) setiap bulan yang akan diberikan melalui Termohon dengan
kenaikan 10 % pertahun (4) Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada
Termohon berjumlah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah).
Pemohon dan Termohon sepakat bahwa kesepakatan ini dituangkan dalam
amar putusan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah
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memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan
Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah
dan sering bertengkar sejak April 2022 karena Termohon telah menjalin
hubungan asmara dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri dari chat
di handphone Termohon dan di saksikan langsung oleh Termohon di rumah
orang tua Termohon akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon kembali

kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI | dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan meterill sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan
Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2016 dan
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI [) dan saksi 2 (SAKSI Il) dari
Pemohon telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal
172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang tinggal bersama di

rumah milik orang tua Termohon hingga akhirnya berpisabh;

- Selama Pemohon dan Termohon menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 10 Juli 2017
dan ANAK I, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020;

- Sejak April 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena
Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang
Pemohon ketahui sendiri dari chat di handphone Termohon dan di saksikan

langsung oleh Termohon di rumah orang tua Termohon;
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- Sejak bulan Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga

sekarang dan tidak pernah kembali lagi;

- Setelah keduanya berpisah, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan

lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tinggal bersama
di rumah milik orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK | dan ANAK II;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak April 2022 karena
Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang
Pemohon ketahui sendiri dari chat di handphone Termohon dan di saksikan

langsung oleh Termohon di rumah orang tua Termohon;

3. Bahwa pada bulan Juni 2023 Pemohon meninggalkan Termohon hingga

sekarang dan tidak pernah kembali lagi;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai
sebagian tertanggal 19 Nopember 2024 tentang nafkah iddah, hak asuh
anak dan nafkah anak serta mohon kesepakatan tersebut dituangkan dalam

amar putusan;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Hakim, Mediator dan

para saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
terhadap petitum 2 Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami istri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut
berakibat suami istri tersebut berpisah tempat kediaman telah menunjukkan
adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami istri tersebut. Dalam perkara
ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan April
2022 disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki
lain yang Pemohon ketahui sendiri dari chat di handphone Termohon dan di

saksikan langsung oleh Termohon di rumah orang tua Termohon sehingga
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sejak Juni 2023 Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang dan tidak
pernah kembali lagi, keadaan yang demikian itu menurut Hakim telah
menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun
lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan
ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana
diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2016 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam perkara
ini, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon sebelum
Pemohon mengajukan permohonannya dan Termohon mengakui telah
mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai, dan
keduanya telah pula didamaikan oleh Hakim dalam tiap persidangan, namun
Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon. Sikap
Pemohon dan Termohon yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya

tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab

sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman
100:

Cra Al Lalae £ 3 g GG aa adfiody dua g3 Blad) ()ld
On glaial B ¥y agSslwy N Al Mo
430 gl g) (IS | el 13 130 sl (0S5 Lagea g Copuda e
alll Jad G g3l Gl (o Au g 1) 4B Sladl g1 G i)
9 Ady Lahall dra a3y 4l AT 1S 5 Lagda aalg S (e
BB
Artinya :
Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan
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tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.
Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik
yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan
antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah
menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali
dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :

day al g G g 30 Blad) il cppa (g3UAl) aURS ABLLY) LA 38
Cra Buga ol An ) paeall Cua g i Y bl Lt pddy
G2 Al o asay 9\ oliza J‘J-?:M:g‘ oY T e

Al 7 g5 0L 13 9 2 gall Gl

Artinya :

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,
dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat

keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar
telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat
dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
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Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah
mencapai kesepakatan sebagian tentang hadhanah anak yang bernama ANAK
I, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 10 Juli 2017 kepada Pemohon sedangkan
anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020
kepada Termohon dan Pemohon bersedia memberi Termohon nafkah Iddah
sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan nafkah anak yang
bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020 sejumlah
Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kewajiban tersebut harus diberikan
kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah
mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dihadapan Mediator pada tanggal
19 Nopember 2024 dan dalam kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon
memohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan, maka
Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi

kesepatakan tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan

kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Pontianak;

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan
perdamaian sebagian tertanggal 19 November 2024 sebelum Pemohon
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mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pontinak

berupa:

3.1. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon
selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus
ribu rupiah);

3.2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I,
laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 10 Juli 2017, berada dibawah
kuasa asuh (hadhanah) Pemohon dengan kewajiban memberi akses

kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

3.3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I,
laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020, berada dibawah
kuasa asuh (hadhanah) Termohon dengan kewajiban memberi akses

kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

3.4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak yang bernama
ANAK I, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020 kepada
Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap
bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp187.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada
hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1
Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan
Mustafa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar
hadirnya Termohon;

Hakim,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.
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Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.

Perincian biaya :
1. PNBP : Rp 70.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 32.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



